PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

JIn. Raya Painan - Inderapura Km. 95, Telp. (0756) 450004

LIMAU SUNDAI Kode Pos: 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 140 IG'ST /Kpts/CMT-BTKP /X-2023

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BATANG KAPAS

. Membaca : Surat Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Nomor

140/085/WN-TTS/X-2023 tanggal 25 Oktober 2023  perihal
Pengiriman Perubahan APB Tahun 2023;

Menimbang : a) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa maka Rancangan Peraturan Nagari Taluk Tigo
Sakato Kecamatan Batang Kapas tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari perlu dievaluasi agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-
Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;

‘b) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato
Kecamatan Batang Kapas tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo
Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
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Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dtentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 57 17);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2109);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73
Tah1.1n 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

13.Peratur{1n Mcmeri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

r;dgl;g}amkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
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14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa;

16.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;

18.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang
Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2023;

20.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2023;

21.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun
Anggaran 2023;

22.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari
dan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2023;

23.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara
Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023;

24, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Penetapan Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap
Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan
Batang Kapas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.
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KEDUA i Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan
sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi scbagaimana dimaksud
diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung scjak
diterimanya keputusan ini,

KETIGA . Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti
hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari
dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap
pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

KELIMA © Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari
agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari
terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan €4 : Batang Kapas
Pada tangfal | : 30 Oktober 2023

"BATANG KAPAS,

DENNY ANGGARA, SSTP.M.Ec.Dev
\NIP;“1087010 | 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
. Ketua BAMUS Nagari Taluk Tigo Sakato di Koto Kedudule.

oo
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR ;140 /O¥)/Kpts/ CMT-BTKP /X-2023
TANGGAL : 30 OKTOBER 2023
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TALUK

TIGO SAKATO TENTANG PERUBAHAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN

2023

a. Kebijakan Umum

1.

Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan
Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dan Rencana Kerja Pemerintah
Nagari (RKPNag) Tahun anggaran berkenaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan
dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan
pemerintah nagari, pengalokasian anggaran belanja nagari digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

b. Pendapatan

1,

Pada Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2023,
estimasi pendapatan nagari sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai
dengan pendapatan yang diterima oleh nagari sebesar Rp. 1.385.280.207,00
terjadi penambahan dari Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dengan rincian

sebagai berikut dari:

a) Pendapatan Asli Desa (PAD)

b) Pendapatan Transfer terdiri dari:
1) Dana Desa Rp. 8908.765.000,00
2) Alokasi Dana Desa Rp. 467.538.427,00
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah  Rp. 18.976.780,00

¢) Pendapatan Lain-lain Rp. 0,00

Rp. 0,00

Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target
Pendapatan Asli nagari sesuai dengan potensi sumber pendapatan nagari dengan
tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

c. Belanja

1.

Pada Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2023
kegiatan belanja nagari telah sesuai dengan kewenangan nagari yang telah diatur
dengan Peraturan Nagari.

Belanja nagari yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan
Batang Kapas Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi ketentuan:

a) Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat nagari serta
tunjangan Bamus telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari serta
Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Serta Penerimaan Lain Yang Sah
Dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor)

E—— |
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b) Pelaksanaan Pengalihan Anggaran BPJS Keschatan yang bersumber dari Dana
Desa Tahun 2023 berpedoman kepada Surat Sckretaris Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 400.10.2/647/DPMDPPKB-PS/2023 Tanggal 7 Apustus
2023 dilakukan dengan memperioritaskan pelaksanakan kegiatan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari berbasis Aplikasi dan untuk kegiatan
produktif pada program ketahanan pangan dan hewani serta juga diperbolehkan
untuk kegiatan lainnya sesuai dengan prioritas penggunaan DD Tahun 2023
dengan mengkoordinasi dengan DPMDPPKB dengan mempedomani Berita Acara
Penyamaan Persepsi antara DPMDPPKB dan Tenaga Ahli Pemberdayaan
Masyarakat (TAPM) P3MD Kabupaten Pesisir Selatan apda Tanggal 6 Oktober
2023.

c¢) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 971.1/877 /BPKPAD-
PS/X/2023 Tanggal 13 September 2023 perihal bagi hasil pajak dan retribusi
daerah setiap Nagari untuk APB Perubahan Nagari.

d) Alokasi Belanja nagari dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan
dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan
tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS).

d. Pembiayaan
1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 26.170.176,53

2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,-

e. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023
a. Pendapatan Nagari sebesar Rp. 1.385.280.207 dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 0,00
2) Dana Transfer sebesar Rp. 1.3.85.280.207,00
3) Pendapatan lain-lain yang sah Rp. 0,00
b. Belanja Nagari sebesar Rp. 1.391.450.383,53 dengan rincian :
1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 507.704.932,53
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 444.079.400,00
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 68.342.338,00
’ 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 271.320.900,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Rp. 100.002.813,00

Mendesak Desa
c. Pembiayaan Nagari Rp. 6.170.176,53 dengan rincian
1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 26.170.176,53
2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,00

Dari pemeriksanaan evaluasi APB Nagari oleh Tim Kecamatan secara menyuluruh dalam
rincian RAB per kegiatan, diminta kepada nagari Taluk Tigo Sakato sebagai berikut :

Untuk menyesuaikan anggaran 5% dari Dana Desa untuk BPJS Kesehatan sebeser
Rp. 44.940.000,- dialihkan kepada Kegiatan yang menjadi Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2023 sesuai dengan regulasi yang ada.
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- Tahapan perubahan APB Nagari 2023 harus disesuai dengan Surat Sekretaris Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/766/DPMDPPKB-PS/2023 Tanggal 19
September 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Proses Penyvusunan Peraturan Nagari
tentang Perubahan APB Nagari TA 2023

DENNY ANG SSTP.M.Ec.Dev
T NIP. 19870101/%00602 1 001

|
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ampiran 2
fembar Evaluasi APBNagari

Kabupaten
hecaimatan

 Pesisir Selatan
H.mmg hapas

aturan, 3
disepalkati
Pernag tentang

untuk

Nagan : Taluk Tigo Sakato
' No Aspek/ Komponen Periksa I‘Hﬂ”,",m“ Alat Verifikasi heterangan
| | Yo | Tidak
|k , Aspelk Administrasi dan Legalitas
L1 Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari vV
Nagari secara lengkap
1.2 | Apakah peogajuan Rancangan Pernag tentang v Reputusan hasil Musyawarah Berdasarkan
APBNagari atau Rancangan Pernag tentang APBNagari BAMUS Pembahasan dan hari  setelah
dilakukan tepat waktu Penyepakatian Pernag tentang bersamal.
APBNagari (hat tanggal APBNagan harus diajukan
keputusan) kepada  camat
. . H " . | dievaluasi
| 1.3 | Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pernag v hrputu-s.m hasil musyawarah Berdasarkan Permendagri
| tentang AMBNagari/ Rancangan Pernag tentang Bamus Pembahasan dan mengenai BAMUS
i APBNagari Penyepakatan Pernag tentang
{ _ e APBNagan R
i kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ; LENGRAP
’J. | Aspek Kebijukan dan Struktur APBNagari . ) . [
| 2.1 Umum S o o - |
2.1.1 | Apakah Rancangan Pernag tentang APBNagari disusun v RKP Nagari atau RKP tahun r ) |
{ . berdasarkan RhPNagari/ RKPNagari tahun berkenaan berkenaan - '
| 2.1.2 | Apakah pe nempatan pos Pendapatan telah sesuai v - ' 1|
| dengan peraturan Perundang- undangan e e — !
2.2 | Pendapatan. I [ i
2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis ;. A | |
2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber 1V Pernag terkait PANagari (misal [ ) |
dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta Pernag tentang Pungutan, dll) -
| didapatkan secara legal dan telah diatur dalam :
. | Peraturan Nagari i
o B Apak.lh estimasi p{ndapatan Nagari yang bersumber N e = =
dari Dana Transfer rasional dan realistis
23 | Belanja ! - | S
23.1 F Apakah pcm-mp.ltan pos Belan_;a telah sesuai dengan v S o a -
. ! peraturan Perundang- undangan |
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T Semua kegiate : g i
2.3.2 ;Z$Ud kﬂglatdn B(:.lanja Nagan telah sesuai dengan __T__ : . e
****** aowehangan Nagari erbup tentang Daftar Inventaris JE—
% T £ £ . ———— e . _________,_,._..———-—'—-_"‘_'
2.3.3 ?quah ada program /kegiatan yang dilakukan lebih dari %—’
BeTr: (iig‘hﬁ*%ufl anggaran (multiyears) T Siasi
-3 ps clanja  Nagari vyan i »
APBNagari: & yang ditetapkan dalam ]
1. Ketahanan Pangan minimal 20%;
2. BLT Minimal 10%; dan
3. Operasional Nagari Maksimal 3%, o ————— T
235 | Apakah belanja Nagari sudah sesuai dengan Sumat | g —— "]
Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/290.1 /DPMDPPKB-
PS/2023 T.enl.gng Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Desa sesuai Prioritas Daerah Tahun 2023 I —————
- - 2 " ——— ..__._.: e ——— e —— e e — e t— S
2.3.6 | Siltap, tunjangan daq operasional untuk Wali Nagari v Peraturan Bupati tentang ADN atau
dan Perangkat Naga_n' sesual yang ditetapkan dalam Perbup tentang Penetapan Siltap
peraturan Bupati Pesisir Selatan : Wali Nagari dan Perangkat Nagari | e
2.3.7 | Besaran Tgnjangan dan Ogerasmnal untuk Anggota v Peraturan Bupati tentang ADD atau
BAMUS, dzangga.:rkan sesual yang ditetapkan dalam Perbup tentang Penetapan Siltap
- peraturan Bupati Wali Nagari dan Perangkat Nagari 1
2.3.8 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan v Peraturan Bupati tentang Standar
logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan Harga/Standar Biava Nagari
dan geografis (Standar Harga)
v.. 2.4 | Pembiayaan
2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai N
dengan peraturan Perundang- undangan . -
2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk v Tidak ada dana cadangan
pembentukan Dana Cadangan
2.4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan v Peraturan Nagari tentang Dana Tidak ada dana cadangan
dengan Peraturan Nagari _ Cadangan
2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk V
penyertaan modal pada BUMNag - - 4
i v Peraturan Nagari tentang Tidak ada penyertaan |
2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMNag, te]s}h sesuai . .
dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan Pesabentukan BUMNai dan hasil modal pada Bumnag i
melalaui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai analisa kelayakan usaha :
kelayakan usaha : =
2.4.6 | Pada evaluasi APBNagari, pada pos penerimaan v |
pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya b
2.4.7 | Pada evaluasi APBNagari, apakah SiLPA tahun v |
sebelumnya telah digunakan sgluruhnya. _ - - s i }
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: LENGKAP dan telah memenuhi aturan yang
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h

N T o

Kewenangan Nagari

No. B _ Aspek/ homponen Periksa YI;cscs[uﬁzgk 1 Alat Verifikasi Keterangan
. Aspek Adrmmnistrasi dan Legalitas -
1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari v { -
Nagan secara lengkap |
1.2 Apakah penga '_..d.:* Rancangan Pernag tentang v Keputusan hasil Musyawarah BAMUS  Berdasarkan aturan, 3
APENagan atau Rancangan Perna tentang APBNagari Pembahasan dan Penyepakatan hari setelah disepakati
dilakukan tepat waktu Pernag tentang APBNagari (lihat bersama. Perna tentang
‘ tanggal keputusan) APBNagari harus dizjukan
kepada camat untuk
dievaluasi
1.2 Apakzh BAMUS telah menvepakati Rancangan Perna v Keputusan hasil Musyawarah BAMUS rdasarkan Permendagri
tentarg APENagarni/ Rancangan Pernag tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perna  mengenai BAMUS
Perubahan APBNagari tentang APBNagari
Hesimpulan penilaizn aspek Administrasi dan Legalitas ; LENGKAP
.2. _i.s:;e.-. Eebiizkan dan Struktur APBNagari
0 R T‘.-az.a." ‘zr.czngan Perna tentang APBNagari disusun v RKP Nagari atau RKP tahun
Derdasarkan x—u._-"-agar::’RKP\agan tahun berkenaan | berkenaan
2.1.2  Agpzkzn penempatan pos Pendapatan telah sesuai [
dengzrn perzturan Perundang- undangan !
2.2 Pendepsten !
2.2.1  Apakzh estimas. pendapatan rasional dan realistis |
222  Apakzh estimas: pendapatan Nagari yang bersumber | Perna terkait PANagari (misal
dzri Penda p&g:: Asii Nagari rasional dan realistis, serta | Perna tentang Pungutan, dll)
didapatiozn secara legal dan telah diatur dalam :
Peraturan N BE?X—“" |
223  Apakan evirmas pendapatan Nagari yang bersumber | o
dani Denz Transfer rasional dan realistis
BE |
______g_-_.-f.'x'*gr— rr‘"g lr‘{iaﬂgdn | i
23.2 Semuz wegiztan Belanja Nagpri telah sesuai dengan { v | Perbup tentang Daftar Inventaris
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| 1 (satu] tahun anggaran (multiyears)

Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam
APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk:

1. siltap dan tunjangan Wali Nagari;

2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari;
3. tunjangan BAMUS; dan

4. operasional BAMUS.
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' Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber
| dari Dana Desa yang ditetapkan dalam APBNagari
' minimal 65% untuk belanja wajib dan malksimal 35%
| untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan

236

|Sillap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari
| dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam
| peraturan Bupati Pesisir Selatan

Peraturan Bupati tentang ADN atau
Perbup tentang Penetapan Siltap Wali
Nagari dan Perangkat Nagari

2.3.7

{ Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota
‘BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam
| peraturan Bupati

Peraturan Bupati tentang ADD atau
Perbup tentang Penetapan Siltap Wali
Nagari dan Perangkat Nagari

23.8

| Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan
| logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan
| dan geografis (Standar Harga)

Peraturan Bupati tentang Standar
Harga/Standar Biaya Nagari

2.4

Pembiayaan

24.1

Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai
dengan peraturan Perundang- undangan

24.2

Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk
pembentukan Dana Cadangan

Tidak ada dana cadangan

SR L

243

Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan
dengan Peraturan Nagari

Peraturan Nagari tentang Dana
Cadangan

’ Tidak ada dana cadangan
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Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk
penyertaan modal pada BUMNag
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Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai
dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan
melalaui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai
kelayakan usaha

Peraturan Nagari tentang
Pembentukan BUMNag dan hasil
analisa kelayakan usaha

Tidak ada penyertaan
modal pada Bumnag

2.4.6

Pada evaluasi APBNagari, pada pos penerimaan
pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya

247

Pada evaluasi APBNagari, apakah SiLPA tahun
sebelumnya telah digunakan seluruhnya.

Tidak ada SiLPA

E 3
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xesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: LENGKAP dan telah memenuhi aturan yang ada

e

Evaluasi dilakukan tanggal: Oktober 2023

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):
Untuk disetujui Camat
Untuk diperbaiki Nagari

ANG KAPAS

_ SSTP.M.Ec.Dev
NIP.1987010]|200602 1 001

. Tim Evaluasi Jabatan Tanda Tangan

' 1. JAYA YUMSI, S.Kom Ketua Tim 1.

| |
i 2. ROZA ADELINA, SH Sekretaris

| 3. RAJA RATMAN, SE Anggota 3

i 4. ALMUTTAQIN SUDDANA, S.Sos Anggota
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